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ABSTRACT
Kriteria penundaan pelaksanaan KTUN di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara (UU PTUN) hanya menyebutkan Penundaan tersebut dapat dilakukan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan penggugat merasa dirugikan jika KTUN yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) huruf a
UU PTUN). Pengertian istilah â€œkeadaan yang sangat mendesakâ€• di dalam Pasal 67 tersebut dijelaskan yaitu jika kerugian yang
akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan
Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, untuk menilai adanya â€œkeadaan yang sangat mendesakâ€• harus dilihat
secara kasuistis berdasarkan fakta konkrit yang terjadi dan kemungkinan kerugian yang akan timbul harus dinilai secara obyektif.
Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kembali mengatur menganai
penundaan pelaksanaan KTUN tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 65. Akan tetapi, ada perbedaan pengaturan penunndaan
pelaksanaan KTUN tersebut dengan yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara. Di dalam Pasal 65 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut mengatur lebih terperinci mengenai
alasan-alasan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menunda keberlakuan suatu Keputusan Pemerintah tersebut yaitu salah satunya
jika suatu Keputusan atau Tidakan Pemerintah tersebut â€œberpotensi menimbulkan kerusakan lingkunganâ€• dan Pengadilan
dalam mengeluarkan penundaan tersebut harus berbentuk â€œPutusanâ€•, sehingga hal tersebut berbeda dengan pengaturan dalam
Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan turunannya yang mengatur bahwa alasan untuk dapat ditunda
keberlakuan suatu keputusan Tata Usaha Negara tersebut jika ada suatu â€œkeadaan yang mendesakâ€• dan penundaan tersebut
harus dikeluarkan dalam bentuk â€œPenetapanâ€•. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme Penundaan / Schorsing di Pengadilan Tata Usaha Negara setelah
dikeluarkannya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dan untuk mengetahui kriteria
yang digunakan untuk dapat dinyatakan suatu  Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN) berpotensi menimbulkan Kerusakan
Lingkungan dan dapat ditunda keberlakuannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.
Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (legal
research). Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Peraturan perundang-undangan (statute approach) dengan
menelaah semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan/isu hukum yang dibahas dalam penelitian
ini yaitu mengenai Pelaksanaan Penundaan Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara  yang berpotensi
menimbulkan kerusakan lingkungan. Sumber data penulisan diperoleh dari kepustakaan dengan jenis data berupa data primer dan
data sekunder. Analisis data menggunakan metode penafsiran hukum (hermeneutik) secara deduktif terhadap teks dan konteks
peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai hukum materiil tidak mengatur secara detail
mengenai hukum acara permohonan penundaan,  sehingga  berdasarkan asas lex specialis derogat legi generali hakim harus tetap
berpatokan dengan aturan penundaan yang lama sampai dengan adanya aturan baru yang dapat mengakomodir pelaksanaan
penundaan tersebut dan dalam menentapkan Penetapan Permohonan Penundaan tersebut Hakim harus tetap melihat urgensi
Keputusan/Tindakan Pemerintah tersebut dapat ditunda dengan mempedomani hasil pemeriksaan atau audit dari auditor lingkungan
hidup yang telah diberi sertifikasi oleh LSK auditor Lingkungan Hidup yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup,
serta tidak bertentangan dengan â€œKepentingan Umumâ€•.
Disarankan kepada  Mahkamah Agung supaya mengeluarkan Peraturan Pelaksana untuk mengatur lebih lanjut mengenai
mekanisme penundaan tersebut. Sehingga dapat menjadi pedoman bagi hakim-hakim yang akan memutus mengenai Penundaan
Pelaksanaan Keputusan Pemerintah berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan dan kepada pembuat undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal
67, sehingga dapat mengakomodir aturan mengenai penundaan tersebut.
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